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       BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG

BAB  I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan dalam suatu kegiatan adalah pondasi penting sebagai acuan dalam upaya mencapai tujuan. Hal ini juga berlaku dalam merencanakan kegiatan pada Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Selain itu kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 151 Ayat 1. Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4); Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung  (Balitbangnovda Provinsi Lampung) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Balitbangnovda Provinsi Lampung untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Balitbangnovda merupakan penjabaran rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan  inovasi yang diemban oleh Balitbangnovda Provinsi Lampung adalah memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah dalam seluruh aspek, antara lain; Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan; Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan; Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan; Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Sumberdaya Alam. Begitu pula dalam bidang Inovasi, Balitbangnovda Provinsi Lampung berusaha merencanakan kegiatan yang bersifat menguatkan dan meningkatkan  geliat fungsi Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan baik perencanaan kegiatan yang bersifat Internal maupun yang saling berinteraksi dengan SKPD lain pada Pemerintah Provinsi Lampung. Sehingga dapat membantu SKPD lain dalam mencapai tujuan organisasinya dengan menginovasi kegiatan yang sudah mereka lakukan atau dengan membuat kegiatan baru yang lebih inovatif.
1.2.  LANDASAN HUKUM  

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, adalah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688; 
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan  dan Pegawasan Penyelengraan Pemeintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentng Kedudukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011;
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014; 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
26.  Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan Tahun 2014-2019; 

27.  Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025; 
28. Peraturan Daerah Provinsi 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029; 

30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Litbang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
32. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan Renstra Balitbangnovda Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai tindak lanjut tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Lampung  dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dalam rangka peningkatan kualitas perumusan kebijakan pembangunan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian. Tujuan penyusunan renstra Blitbangnovda adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya gambaran Balitbangnovda  Provinsi Lampung;

2. Teridentifikasinya permasalahan dan isu strategis penelitian dan pengembangan inovasi daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Balitbangnovda Provinsi Lampung;

3. Teridentifikasinya kondisi dan prospek penelitian dan pengembangan daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;

4. Terumuskannya visi, misi, tujuan dan sasaran Balitbangnovda Provinsi Lampung  Tahun 2015-2019;

5. Terumuskannya strategi dan kebijakan Balitbangnovda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

6. Terumuskannya program dan indikasi kegiatan Balitbangnovda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

7. Teridentifikasinya indikator kinerja sesuai tugas fungsi Balitbangnovda Provinsi Lampung untuk selama 5 (lima) tahun dari tahun 2015-2019.
1.4     SISTEMATIKA PENULISAN 
Renstra Balitbangnovda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I         PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. LANDASAN HUKUM

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB II      GAMBARAN PELAYANAN 

1.1.   TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

1.2.   SUMBERDAYA
1.3.   KINERJA PELAYANAN
1.4.   TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
BAB III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.    IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BALITBANGNOVDA

3.2.    TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM GUBERNUR DAN
          WAKIL GUBERNUR

3.3.    TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.4.    TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.5.    PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV    TUJUAN, SASARAN, STRATEGI,  DAN KEBIJAKAN 

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V  RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI    INDIKATOR KINERJA 
BAB VII    PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

 GAMBARAN PELAYANAN  
2.1.  TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
2.1.1 TUGAS

Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah  Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Gubernur  Lampung Nomor 68 tahun 2014 yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan Penyelenggaraan  dibidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah berdasarkan tugas desentralisasi , dekonsentralisasi  dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan tugas ini dijabarkan dengan indikasi kegiatan yang bersifat penlitian dan kajian ilmiah untuk memberikan masukan sebagai bahan kebijakan kepada Gubernur. Begitu pula dengan penerapan inovasi baik pada internal Balitbangnovda atau berinteraksi dengan SKPD lain.
2.1.2 FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Balitbangnovda Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pembinaan dan Pengkoordinasian hasil Penelitian dan Penerapan IPTEK & Inovasi, Kajian Ekonomi, Keuangan, Sosbud, Pemerintahan  dan Kemasyarakatan.

2. Penguatan Revitalisasi Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan serta Peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti di daerah 

3. Pembangunan sinergitas, koordinasi dan kejasama dengan lembaga kelitbangan Internasional, pusat, pemda kabupaten/kota, lembaga perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat. 
4. Publikasi hasil-hasil riset dan penelitian kepada instansi terkait dan masyarakat melaui jurnal publikasi, buletin, riset informasi,laporan hasil penelitian dan teknologi.
5. Perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan inovasi dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 
2.1.3  STRUKTUR ORGANISASI DAN JUMLAH PERSONIL
· Struktur Organisasi Balitbangnovda 
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah memilik struktur organisasi sebagai berikut :









·  Dalam melaksanakan tugasnya,  Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung berkoordinasi dan dibantu oleh Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Orang yang telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor : G/126/II.04/HK/2015 beserta Dewan Riset Daerah.
·  Pada Tahun ini, melalui LIPI & Kemdagri sedang dalam proses pengajuan 5 (Lima) orang PNS Balitbangnovda untuk menjadi Pejabat Fungsional Peneliti.  

2.2. SUMBER DAYA

2.2.1. Kepegawaian 
Sumberdaya aparatur merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikut adalah data pegawai Balitbangnovda Provinsi Lampung: 

· 9 (sembilan) orang pejabat struktural : 1 (satu) orang Eselon II a, 5 (lima) orang Eselon III, 3 (tiga) orang Eselon IV. 

· 46 (tiga puluh enam) orang Staf. 
Tabel 1.

Sumber Daya Aparatur Balitbangnovda berdasarkan Jenjang Pendidikan
	No
	Jenjang Pendidikan
	Jumlah

	1
	S 3
	2

	2
	S 2
	4

	3
	S 1
	39


Tabel 2.

Sumber Daya Aparatur Balitbangnovda berdasarkan Golongan
	No
	Golongan
	Jumlah

	1
	IV/c
	1

	2
	IV/b
	3

	3
	IV/a
	5

	4
	III/d
	4

	5
	III/c
	15

	6
	III/b
	123

	7
	III/a
	6

	8
	II/b
	1


Grafik 1.

Sumber Daya Aparatur Balitbangnovda berdasarkan Golongan
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Berdasarkan jenjang kepangkatan, proporsi terbesar pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) Provinsi Lampung berada pada golongan III, sehingga sebagian besar pegawai berada pada level middle management.   Distribusi pegawai dengan pola ini menyebabkan tidak terjadinya bentuk ideal dalam piramida manajemen pegawai.  Akibat dari bentuk piramida manajemen pegawai yang menggelembung di tengah adalah bahwa staf dengan level middle management akan menanggung beban kerja yang merupakan tugas dari top management,  dan pada saat yang sama juga harus melaksanakan tugas untuk kegiatan yang bersifat lower management. Tekanan dan beban kerja dari atas dan bawah ini akan mengakibatkan kinerja pada level middle management  menjadi tidak 
optimal. Dengan kondisi ini, maka ke depan perlu dilakukan restrukturisasi pegawai sehingga dapat mengarah untuk mendekati bentuk piramida. 

Aspek lain dari sumberdaya Aparatur adalah berkaitan dengan kualitas, baik dalam pengertian skill individu maupun dalam pengertian tingkat pendidikan. Secara umum staf Balitbangnovda Provinsi Lampung telah memiliki kualitas baik, namun sebagai sebuah institusi peneliti , belum memiliki pejabat fungsional peneliti.  Dengan demikian ke depan masih sangat relevan untuk merekrut pejabat fungsional peneliti dan menugaskanya dalam diklat fungsional.

2.2.2. Anggaran
Balitbangnovda Provinsi Lampung terbentuk pada tanggal 8 Agustus 2014   berdasarkan Perda Provinsi Lampung No 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perda  Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009 tentang Organisasi dan tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung semula merupakan salah satu bidang pada Bappeda Provinsi Lampung. APBD murni  2015 Badan Litbangnovda Provinsi Lampung sebesar   Rp. 3,099 Milyar. Kemudian mendapatkan tambahan dana sebesar 4,5 Milyar pada APBD- Perubahan, sehingga total APBD Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah pada tahun 2015 adalah sebesar 7,599 Milyar
Dengan dana sebesar itu Balitbangnovda melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat penelitian, kajian dan inovasi. Lokasi pelaksanaan kegiatan berada di Provinsi Lampung dengan output berupa Dokumen Kajian / Review sebagai bahan Rekomendasi Kebijakan kepada Gubernur Lampung dan Pendampingan pelaksanaan Kegiatan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

2.2.3. SARANA PENDUKUNG 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Balitbangnovda Provinsi Lampung dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung meliputi :
a) Gedung 1 lantai yang representatif

b) Ruang rapat yang representatif 1 ruang (kapasitas 20 Orang-50 orang)
c) Alat-alat angkutan yaitu:  2 unit kendaraan roda 4.

d) Peralatan kantor pendukung :
· Komputer . 



6 unit        Camera
1 unit
· Note book 



4 unit
      Scanner
1 unit
· Printer 




4 unit


· AC                         


4 unit
· LCD /Proyektor



1 unit
Sarana dan prasarana Pendukung Balibangnovda dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.
Tabel Inventaris Barang
	 
	 
	 
	 
	 

	Nomor
	Penempatan Barang
	Jenis Barang
	Jumlah
	Keterangan

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Sekretariat 
	  - Filling Cabinet 
	8 Unit
	 

	 
	 
	  - Meja 1 Biro 
	4 Unit
	 

	 
	 
	  - Meja 1/2 Biro
	15 Unit
	 

	 
	 
	  - Kursi 1 Biro 
	10 Unit
	 

	 
	 
	  - Kursi 1/2 Biro
	6 Unit
	 

	 
	 
	  - Laptop Thosiba
	1 Unit
	 

	 
	 
	  - Komputer Lenovo 
	1 Unit
	 

	 
	 
	  - Mesin Tik Olympia 
	2 Unit
	 

	 
	 
	  - AC Daikin 2 PK
	1 Unit
	 

	 
	 
	  - AC Daikin 1 PK
	1 Unit
	 

	 
	 
	  - Printer Epson 
	1 Unit
	 

	 
	 
	  - Kursi Rapat 
	7 Unit
	 

	 
	 
	 
	 

	 

	2
	Ruangan Kaban
	 - Komputer Lenovo
	1 Unit
	 

	 
	 
	  - Printer Epson 
	1 Unit
	 

	 
	 
	  - Meja Kerja  Pimpinan
	1 Unit
	 

	 
	 
	  - Lemari Hias 
	1 Unit
	 

	
	
	
	
	

	 
	 
	  - AC Daikin 2 1/2 PK
	1 Unit
	 

	 
	 
	  - Kursi Royal 3 Seaters
	1 Set
	 

	 
	 
	  - Kursi Kerja Pimpinan 
	1 Unit
	 

	 
	 
	  - Lemari Besi 
	1 Unit
	 

	 
	 
	  - Laptop Thosiba
	1 Unit
	 

	 
	 
	  - Kursi 1 Biro 
	2 Unit
	 

	 
	 
	 
	
	 

	3
	Bidang Kajian Penerapan
	  - Filling Cabinet 
	2 Unit
	 

	 
	IPTEK dan Inovasi (Bidang I)
	  - Meja 1 Biro 
	3 Unit
	 

	 
	 
	  - Meja 1/2 Biro
	6 Unit
	 

	 
	 
	  - Kursi 1 Biro 
	2 Unit
	 

	 
	 
	  - Kursi 1/2 Biro
	5 Unit
	 

	 
	 
	  - AC Daikin 2 PK
	1 Unit
	 

	 
	 
	  - Kursi Rapat 
	1 Unit
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Bidang Kajian Ekonomi dan 
	  - Filling Cabinet 
	1 Unit
	 

	 
	Keuangan (Bidang II)
	  - Meja 1 Biro 
	1 Unit
	 

	 
	 
	  - Meja 1/2 Biro
	2 Unit
	 

	 
	 
	  - Kursi 1 Biro 
	1 Unit
	 

	 
	 
	  - Kursi 1/2 Biro
	4 Unit
	 

	 
	
	  - AC Daikin 1 PK

	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Bidang Kajian Sosial Budaya,
	  - Filling Cabinet 
	2 Unit
	 

	 
	Pemerintahan & Kemasyarakatan
	  - Meja 1 Biro 
	5 Unit
	 

	 
	(Bidang III)
	  - Meja 1/2 Biro
	2 Unit
	 

	 
	 
	  - Kursi 1/2 Biro
	4 Unit
	 

	 
	 
	  - Kursi 1/2 Biro
	7 Unit
	 

	 
	 
	  - AC Daikin 2 PK
	1 Unit
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Bidang Kajian Publikasi dan 
	  - Filling Cabinet 
	2 Unit
	 

	 
	Informasi (Bidang IV)
	  - Meja 1 Biro 
	5 Unit
	 

	 
	 
	  - Meja 1/2 Biro
	2 Unit
	 

	 
	 
	  - Kursi 1 Biro 
	2 Unit
	 

	 
	 
	  - Kursi 1/2 Biro
	6 Unit
	 

	 
	 
	 

	 
	 

	7
	Ruang Rapat
	  - Meja Rapat 
	2 Unit
	 

	 
	 
	  - Kursi 1 Biro 
	1 Unit
	 

	 
	 
	  - AC Daikin 2 1/2 PK
	1 Unit
	 

	 
	 
	  - Kursi Lipat Stanlis
	20 Unit
	 

	 
	 
	  - Kursi Rapat 
	8 Unit
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Ruang Tunggu Tamu
	 - Televisi LG 32"
	1 Unit
	 

	 
	 
	 - Meja 1 Biro
	2 Unit
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ruang Komputer
	 - Meja 1/2 Biro
	3 Unit
	 

	 
	 
	  - Kursi 1 Biro 
	1 Unit
	 

	 
	 
	  - Kursi 1/2 Biro
	2 Unit
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


2.3. KINERJA PELAYANAN 

Balitbangnovda Provinsi Lampung merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung  mempunyai tugas membantu Gubernur dalam

melaksanakan kewenangan penelitian dan pengembangan Inovasi daerah daerah.
Dalam rangka penyelenggaraan tugas tersebut, Balitbangnovda Telah melakukan hal-hal sebagai berikut

A. Bidang Kajian Penerapan Iptek dan Inovasi

1. Telah melakukan MoU Sience Park dan Techno Park dengan BPPT dan Kabupaten Lampung Tengah.

2. Telah melakukan MoU peningkatan kapasitas SDM serta penelitian dan pengembangan litbang di Lingkungan Pemprov Lampung dengan Universitas Bandar Lampung dan Institut Teknologi Sumatera (ITERA).

3. Melaksanakan kajian wilayah Mesuji dan Kawasan Industri Mesuji di Kabupaten Mesuji.

4. Melaksanakan rangkuman tentang study perkeretaapian.

B. Bidang Publikasi dan Informasi

1. Melakukan Penyusunan Jurnal Kelitbangan Inovasi dan Pembangunan.

2. Menyediakan Form Data Base dan Sistem Informasi Data Base Provinsi Lampung.

3. Menyediakan Buku Perpustakaan  dan tertatanya buku sesuai kaidah perpustakaan dan tersedianya sistem informasi perpustakaan.

4. Telah terpenuhinya informasi Berbasis Web.

C. Bidang Kajian Sosial Budaya Pemerintahan dan Kemasyarakatan dan Pemerintahan 

1. Telah membentuk Tim Jaringan Penelitian dan Pendidikan Kabupaten/Kota.

2. Telah Melaksanakan seminar Jaringan Penelitian di Provinsi Lampung.

D. Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama

1. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dewan Riset daerah Provinsi Lampung.

2. Melaksanakan kajian pengembangan industri komoditas hilir kakao dan kopi.

E. Sekretariat

1. Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan formal.

2. Melakanakaan rapat koordinasi dan konsutasi Perencanaan.

3. Telah Tersusunnya Standar Operasional Prosedure Kegiatan Kelitbangan Balitbangnovda.

4. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Balitbangnovda.

BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS 

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Balitbangnovda Provinsi Lampung, peranan Balitbangnovda sangat penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, agar berjalan dengan baik maka perlu didukung sumber daya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala/ permasalahan yang dihadapi, yakni sebagai berikut.

1. Belum optimalnya pemanfaatan program kerjasama, baik antar daerah maupun dengan pihak perguruan tinggi dan swasta serta masyarakat;
2. Belum seluruhnya database tersedia, masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung kelitbangan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi (internet) dan data digital yang telah dan sedang dikembangkan;
4. Kurang terkoordinasi, sinkronisasi dan terintegrasinya antar program/ kegiatan di bidang kelitbangan;
5. Belum optimalnya distribusi data sebagai bahan masukan penyusunan laporan hasil penelitian/kajian;
6. Kurangnya tenaga fungsional peneliti pada Balitbangnovda Provinsi Lampung.

Beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut di atas terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu :

A. Faktor Internal

1. Belum optimalnya fungis koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam penelitian dan pengembangan inovasi daerah, hal ini terlihat dari implementasinya yang sering tumpang tindih/ overlap, sehingga diperlukan adanya revisi dan evaluasi  terhadap suatu kegiatan.

2. Belum diimplementasikannya hasil-hasil penelitian/kajian serta kerjasama kegiatan kelitbangan dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta.

3. Kurang dimanfaatkannya sistem informasi (website), penggunaan teknologi tersebut secara optimal memberikan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Balitbangnovda Provinsi Lampung. 

B. Faktor Eksternal

Berkembangnya demokrasi dan globalisasi mempengaruhi peran pemerintahan, sehingga konsep penelitian dan pengembangan inovasi daerah harus mengalami perubahan dan menyesuaikan dengan keadaan dan tuntutan kebutuhan (dinamis). Dalam Tabel 3.1. dijelaskan mengenai identifikasi permasalahan tugas dan fungsi Balitbangnovda Provinsi Lampung.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Balitbangnovda Provinsi Lampung

	ASPEK KAJIAN
	KONDISI SAAT INI
	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
	PERMASALAHAN PELAYANAN BALITBANGNOVDA

	
	
	INTERNAL
	EKSTERNAL
	

	Penelitian dan

Pengembangan Daerah

	· Belum otimalnya penggunaan data penelitian dalam proses penyusunan kebijakan.
· Masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung kelitbangan.
· Belum optimalnya distribusi data bahan masukan penyusunan laporan hasil penelitian/kajian.
	· Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi dalam penelitian dan pengembangan, hal ini terlihat dari implementasinya yang sering tumpang tindih, sehingga diperlukan revisi terhadap suatu kegiatan. 

· Kurang dimanfaatkannya sistem informasi (Website), padahal penggunaan teknologi tersebut secara optimal memberikan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Balitbangda Provinsi Lampung.
	Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah, sehingga konsep penelitian dan pengembangan harus berubah serta menyesuaikan dengan keadaan dan tuntutan kebutuhan.
	· Belum optimalnya pemanfaatan program kerjasama baik antar daerah, dan dengan pihak perguruan tinggi dan swasta serta masyarakat.
· Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi (internet) dan data digital yang telah dan sedang dikembangkan.

· Belum optimalnya distribusi data bahan masukan penyusunan laporan hasil penelitian/kajian.

· Kurangnya tenaga fungsional peneliti.


Permasalahan Balitbangnovda Provinsi Lampung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaaan tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut.

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelitbangan secara optimal masih belum didukung sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersediaan sarana prasarana kerja yang memadai;

2. Tenaga fungsional peneliti masih belum sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Balitbangnovda dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan daerah;

3. Sumberdaya aparatur yang belum memadai secara kompetensi, sehingga Kajian Kelitbangan  masih belum mengalami kemajuan yang signifikan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;

4. Dalam rangka pelaksanaan penelitian potensi daerah, masih belum didukung dengan dokumen yang secara administratif merupakan prasyarat sebelum melaksanakan kelitbangan seperti diantaranya Idea Concept Paper (ICP); Term of Reference (TOR); Proposal; Research Design; Finaly Report.
5. Prasarana dan sarana kerja masih belum tersedia secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

6. Pedoman, data dan informasi pembangunan daerah masih belum lengkap  sebagai bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Inovasi daerah;

7. Sistem dan jaringan kelembagaan litbang inovasi daerah belum tersusun dan diperkuat secara regulasi;

8. Pelaksanaan penelitian didaerah masih belum dikoordinasikan secara tepat dan terarah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Lampung;
9. Masih kurangnya kelengkapan data dan informasi daerah sebagai bahan perencanaan dan pelaksanaan penelitian daerah.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM PROVINSI LAMPUNG 
3.2.1. Visi

Berdasarkan modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025 serta visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, maka visi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015—2019  adalah:
“LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019 ”

3.2.2. Misi
Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.

2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. 

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.

4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif.
BAB IV

                         VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,                   STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antipatif, dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Penetapan visi merupakan bagian dari perencanaan strategis serta merupakan langkah penting dalam perjalanan organisasi.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. 
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung untuk menjangkau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah menentukan visi sesuai dengan visi Provinsi Lampung sebagai berikut :

“LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019”
Makna penting pada visi Balitbangnovda Provinsi Lampung  adalah pelaksanaan penelitian secara implementasi harus diterapkan sebagai bahan dalam rangka pelaksanaan 
pembangunan baik dalam tahap perencanaan dan implementasi pelaksanaan opersional kebijakan pembangunan daerah. 

Maksud dari visi tersebut adalah suatu harapan bahwa Balitbangnovda Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun bisa berbuat sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk mensinergikan segenap komponen pembangunan guna mendorong peran strategis penelitian dan pengembangan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan di Provinsi Lampung.
Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan peran Balitbangda, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Litbang untuk perumusan kebijakan Pembangunan Daerah.

2. Meningkatkan daya guna hasil-hasil Litbang sebagai basis dalam membangun daya saing dan kemandirian daerah.

3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan Litbang dan diseminasi hasil-hasil Litbang.

4. Mendorong aktivitas diseminasi penerapan teknologi di daerah guna meningkatkan nilai tambah usaha masyarakat.
Indikator Tujuan Jangka Menengah Balitbangnovda Tahun 2015-2019 :
	MISI
	TUJUAN
	INDIKATOR TUJUAN
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	III.
Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Iptek dan Inovasi, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Beragama
	Meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintah Daerah yang berbasis Riset dan Iptek yang dimanfaatkan 
	Jumlah Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah yang berbasis Riset dan Iptek yang dimanfaatkan           (40 kajian)
	22,5%

	45%


	70%


	87,5%

	100%




Berdasarkan rumusan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, bahwa Misi Balitbangnovda Provinsi Lampung merupakan turunan dari MISI III yaitu : “Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Iptek dan Inovasi, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Beragama”. Balitbangnovda hadir menjadi lembaga Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintah Daerah berbasis Riset, Iptek dan Inovasi dengan sasaran dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Input/masukan yang dapat dihasilkan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berupa kajian kebijakan pemerintahan daerah yang berbasis Riset, Iptek dan Inovasi dan dapat termanfaatkan baik oleh SKPD maupun lembaga penelitian, Perguruan tinggi dan stakeholders terkait. Target yang ditetapakan dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung jumlah kajian yang termanfaatkan, sebagaimana pada tabel diatas sebanyak 9 kajian (22,5%) pada tahun 2015, 18 Kajian (45 %) pada tahun 2016, 28 Kajian (70 %) pada tahun 2017, 35 kajian (87,5%) tahun 2018 dan 100 % pada tahun 2019 dengan jumlah kajian yang termanfaatkan sebanyak 40 Kajian. 
Output/keluaran yang dihasilkan oleh Balitbangnovda, berupa kajian yang termanfaatkan diharapkan dapat menjadi trigger dalam upaya perbaiakan kualitas rumusan kebijakan pemerintah provinsi lampung. Utamanya pada perbaikan bidang Infrastruktur, pengembangan wisata, kawasan industri, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dll.   

Penjelasan mengenai misi Balitbangnovda Provinsi Lampung adalah sebagai berikut. 
	Misi I   
	:
	“Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kebijakan Strategis Pembangunan  Daerah Berbasis IPTEK”

	Misi II    
	:
	“Mewujudkan Inovasi Daerah sebagai Pengungkit Daya Saing Sektor Produksi, Sumberdaya Alam, Pengembangan Sosial Budaya dan Kemasyarakatan”

	Misi III  
	:
	“Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Badan Penelitian Inovasi Daerah yang berkualitas dan berkelanjutan”

	Misi IV  
	:
	“Menyebarluaskan, mendiseminasikan Produk Hasil Penelitan, Pengembangan dan Inovasi Daerah”


Dalam upaya mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Lampung, Balitbangnovda Provinsi Lampung sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan serta mengkoordinasikan dalam mendukung semua Misi Gubernur Lampung. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut, antara lain :

1. Keterbatasan data dan informasi dari instansi terkait sebagai data pendukung penelitian/kajian.

2. Belum memadainya jumlah SDM serta kompetensi/fungsional peneliti.

3. Masih terdapatnya proporsi bidang tugas yang tumpang tindih antara fungsi utama dengan fungsi penunjang maupun fungsi tambahan.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Balitbangda yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Provinsi Lampung yaitu:

a. Faktor Penghambat

1. Masih terdapat ego sektoral pada masing-masing SKPD yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar program;
2. Proses penyusunan kebijakan masih belum didasarkan pada hasil – hasil penelitian dengan kata lain  Penelitian belum dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah.

3. Kegiatan kajian/penelitian masih dilaksanakan oleh SKPD diluar Balitbangnovda sehingga kegiatan penelitian belum dilakukan melalui satu pintu;

b. Faktor Pendorong
1. Adanya Tim Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi LAmpung yang memberikan masukan kepada Balitbangnovda dalam menyusun kegiatan maupun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah.

2. Masukan ide/gagasan dari Tenaga Ahli Gubernur Lampung dalam proses perumusan kebijakan – kebijakan strategis daerah. 

3. Terbentuknya kerjasama jaringan penelitian pada SKPD yang membidangi kelitbangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Lampung. 

Sesuai dengan misi yang diembannya maka tujuan yang akan dicapai oleh Balitbangda Provinsi Lampung melalui penyusunan Renstra ini adalah:

1. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Litbang untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah.

2. Terwujudnya peningkatan daya guna hasil-hasil Litbang sebagai basis dalam membangun daya saing dan kemandirian daerah.

3. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan Litbang dan diseminasi hasil-hasil Litbang.

4. Terwujudnya peningkatan aktivitas diseminasi penerapan teknologi di daerah guna meningkatkan nilai tambah usaha masyarakat.

4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas maka diperlukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya internal dan dukungan eksternal yang tersedia. Strategi tersebut meliputi:

1. Menata sistem penentuan topik Litbang yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan Litbang prioritas secara lebih selektif.

2. Meningkatkan aktivitas kajian ilmiah dan sosialisasi hasil Litbang sebagai wahana untuk menumbuh kembangkan jejaring kerjasama dan koordinasi kegiatan Kelitbangan.

3. Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (problem solving) melalui pemanfaatan hasil-hasil  Litbang.

4. Mengusulkan penambahan kuantitas tenaga fungsional peneliti.

Strategi dan kebijakan merupakan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Balitbangnovda  Provinsi Lampung yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.  Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. 
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. 
Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Program strategi Balitbangnovda Provinsi Lampung tidak lepas dari kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang disusun guna menyelaraskan kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pengembangan. Program strategi Balitbangnovda Provinsi Lampung secara umum merupakan bagian integral dari peyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan dengan metode penelitian dan pengembangan berdasarkan ilmu pengetahuan, yang hasilnya dapat dirasakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Rencana strategis Balitbangnovda Provinsi Lampung harus dapat meyakinkan semua pihak sehingga semua pelaku IPTEK termasuk didalamnya penelitian dan pengembangan dapat menampung aspirasi serta keinginan masyarakat luas sehingga mereka ikut serta berpartisipasi aktif. Untuk itu Balitbangnovda Provinsi Lampung dituntut supaya terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya serta dapat mengantisipasi kemajuan dan perkembangan IPTEK yang semakin cepat. Sumber daya manusia sebagai unsur pelaku harus mampu menciptakan mekanisme kerja yang merupakan faktor utama dalam pendayagunaan kinerja sistem jaringan kelembagaan yang dilakukan. Sedangkan program yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat direncanakan dengan memandang peluang dan tantangan yang ada di depan.
Strategi adalah program umum untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi. Strategi memberikan pengarahan terpadu bagi organisasi dan berbagai tujuan organisasi dan memberikan pedoman pemanfaatan sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Strategi menghubungkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan tantangan dan resiko yang harus dihadapi dari lingkungan di luar organisasi.
Untuk menghadapi tantangan dan resiko tersebut strategi dapat disesuaikan dengan faktor-faktor eksternal dan internal yang selalu berubah. Salah satu perumusan strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan analisa dengan memakai matrik Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats atau lebih dikenal dengan nama Analisis SWOT. 
Dengan menggunakan Analisis SWOT maka Balitbangnovda Provinsi Lampung mengindentifikasikan lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut.
Strengths (kekuatan) :

1. UU No. 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. UU No. 18 Thn 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Litbang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
6. Tersedianya struktur organisasi Balitbang yang jelas.
7. Tersedianya sumber daya aparatur.
Weaknesses (kelemahan) :

1. Belum Maksimalnya pengalaman pada bidang penelitian dan pengembangan.
2. Sarana prasarana dan pendanaan yang belum memadai.
3. Jumlah tenaga fungsional peneliti yang belum memadai dan diberdayakan secara maksimal.
4. Belum adanya pelatihan bagi tenaga peneliti untuk menciptakan tenaga  peneliti yang handal, berkualitas, berdisiplin dan profesional.
5. Belum mempunyai pengalaman yang luas sebagai lembaga litbang dikarenakan  
baru terbentuk kurang lebih 1 tahun yang lalu.
Opportunities (peluang) :

1. Tersedianya lembaga-lembaga litbang lain di Provinsi Lampung.
2. Terjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan litbang nasional (Kementerian/lembaga  teknis dan Perguruan Tinggi).

3. Berkembangnya IPTEK yang sangat pesat.
4. Tersedianya tenaga fungsional peneliti.
5. Kondisi Provinsi Lampung yang kondusif.
Threats (tantangan) :

1. Dinamika perkembangan Politik yang dinamis berpengaruh terhadap penetapan kebijakan pembangunan.

2. Lemahnya koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan.

3. Kurangnya penghargaan terhadap hasil-hasil litbang.

Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah topik atau bidang yang berkaitan secara luas dengan Misi dan untuk mengarahkan perumusan tujuan organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan memungkinan manajemen untuk mengembangkan suatu rencana strategis yang lebih mudah untuk mengkomunikasikannya dan menerapkannya. Faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam memberhasilkan pelaksanaan tugas dan 
fungsinya, khususnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, maka faktor-faktor kunci keberhasilannya sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Sumber Daya manusia dibidang Penelitian dan Pengembangan.
2. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Adanya jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga litbang di Provinsi Lampung. 
4. Adanya penghargaan terhadap hasil-hasil litbang.
Untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan menggunakan strategi yang ditetapkan maka kebijakan pokok yang diambil oleh Balitbangnovda Provinsi Lampung selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah:
1. Melaksanakan kegiatan Litbang yang berkaitan dengan isu-isu aktual program strategis Pemerintah Daerah.

2. Membangun jejaring kerjasama kelembagaan dengan stakeholders terkait untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan sinergi dalam kegiatan Litbang.

3. Meningkatkan kapasitas tenaga fungsional peneliti dan pejabat struktural dalam rangka mendukung kegiatan Litbang di daerah.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK 
SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 yang berkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan daerah dan sesuai tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) Provinsi Lampung. 

Kegiatan merupakan operasional dari program yang bertolok ukur dan memiliki kinerja yang dilaksanakan setiap tahunnya. Program-program yang akan dilaksanakan oleh Balitbangnovda Provinsi Lampung dalam kurun waktu Tahun 2015 s.d. Tahun 2019 antara lain sebagai berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan.

7. Program Penelitian dan Pengembangan.

Indikator-indikator kinerja 7 (tujuh) program yang merupakan indikator hasil (outcome) adalah sebagai berikut dalam Tabel 5.1. 
Tabel 5.1. Program dan Indikator Kinerja (Outcome) Rencana Strategis (Renstra) 

Balitbangnovda Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019

	NO.
	PROGRAM
	INDIKATOR KINERJA

	1
	Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal

	2
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang optimal

	3
	Peningkatan Disiplin Aparatur
	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur Balitbangnovda Provinsi Lampung

	4
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Tercapainya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Balitbangnovda Provinsi Lampung

	5
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Terlaksananya sistem pelaporan keuangan dan kinerja secara tertib, berkala dan akuntabel

	6
	Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan
	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah setiap tahun

	7
	Penelitian dan Pengembangan
	Tersedianya hasil kajian, penelitian dan pengembangan sebagai dasar perencanaan pembangunan


Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan bagian program Balitbangnovda Provinsi Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut.

I. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

	NO.
	KEGIATAN

	1
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

	2
	Penyediaan jasa administrasi keuangan

	3
	Penyediaan jasa kebersihan kantor

	4
	Penyediaan alat tulis kantor

	5
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

	6
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

	7
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

	8
	Penyediaan makanan dan minuman

	9
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

	10
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

	11
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

	12
	Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD

	13
	Penyediaan extrafooding


II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	NO.
	KEGIATAN

	1
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor

	2
	Pengadaan peralatan gedung kantor

	3
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

	4
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

	5
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

	6
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	NO.
	KEGIATAN

	1
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

	2
	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

	3
	Pelaksanaan outbond bagi aparatur


IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	NO.
	KEGIATAN

	1
	Pendidikan dan pelatihan formal


V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	NO.
	KEGIATAN

	1
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

	2
	Penyusunan PPAS dan RKA


VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan
	NO.
	KEGIATAN

	1
	Rapat koordinasi dan konsultasi Perencanaan

	2
	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2016

	3
	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2015

	4
	Penyusunan Dokumen Perencanaan BALITBANGNOVDA Provinsi Lampung

	5
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Kelitbangan Balitbangnovda


VII. Program Penelitian dan Pengembangan
	NO.
	KEGIATAN

	1
	Penguatan IPTEK dan anugerah inovasi daerah Provinsi Lampung

	2
	Pembuatan/penyusunan Jurnal Inovasi dan pembangunan Provinsi Lampung

	3
	Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian dan pengembangan Provinsi Lampung

	4
	Fasilitasi dan Koordinasi Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung

	5
	Kajian Pengembangan Transformasi Budaya Lampung

	6
	Kajian Pengembangan Industri Komoditas Hilir Kakao dan Kopi

	7
	Penyusunan Inventarisasi Plasma Nutfah/ Sumber Daya Genetik Provinsi Lampung

	8
	Pengelolaan perpustakaan

	9
	Penguatan jaringan penelitian (Jarlit) pendidikan Provinsi Lampung

	10
	Pembuatan website

	11
	Penyusunan database Litbang

	12
	Pembuatan e-library dan sistem jurnal on line (Open Journal System)

	13
	Pengembangan Sistem Informasi Database

	14
	Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT)

	15
	Kajian Kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pengelolaan Sekolah Menengah (SMA/SMK) (Implementasi UU No. 23 Tahun 2014)

	16
	Analisis Spasial Strategi Pengembangan Bandara Di Prov. Lampung

	17
	Fasilitasi Rencana Pembangunan Technopark dan Sience Park di Prov. Lampung

	18
	Kajian Penataan Pengembangan Poros ITERA, IAIN, Kota Baru terkait dampak pembangunan jalan tol trans sumatera

	19
	Kajian Pemetaan Potensi Laut dan Kawasan Pesisir dalam rangka pemetaan kawasaan laut dan pesisir mendukung Lampung sebagai bagian poros maritim Indonesia

	20
	Kajian Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Kawasan Industri Strategis Lampung (Lintas Pantai Timur)

	21
	Kajian Lahan penganti kawasan industri Way Pisang Lampung Selatan

	22
	Kajian Strategis Percepatan Pengembangan Kambing Saburai di Provinsi Lampung

	23
	Pengembangan Laboratorium Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Champion Innovation)

	24
	Penyusunan Grand Design dan Roadmap Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah

	25
	Penyusunan Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil-hasil Inovasi Daerah

	26
	Fasilitasi Penelitian dan Pengkajian Dalam Penyusunan Kertas Kerja Kebijakan (policy paper)

	27
	Fasilitasi Ruang Pelajar, Mahasiswa dan Kelompok Studi

	28
	Fasilitasi dan Informasi Kelitbangan

	29
	Pembuatan/Penyusunan Majalah Kelitbangan

	30
	Penelitian Model Input-Output Provinsi Lampung

	31
	Revisi Masterplan Pengembangan Bandara Provinsi Lampung dari hasil kajian spasial

	32
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2016-2020

	33
	Fasilitasi Lomba Iptek dan Inovasi Tingkat Nasional

	34
	Updating Roadmap SIDa Lampung

	35
	Hibah Riset

	36
	Pemberdayaan Desa Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

	37
	Inkubasi Riset Berdaya Jual

	38
	Kajian Pengembangan Komoditas Tanaman Unggulan Ubi Kayu Untuk Menghasilkan Inovasi Produksi Pangan Dalam Pengembangan Teknologi Pertanian Mendukung Rencana Aksi Teknopark Ubi Kayu

	39
	Lampung Idea dan Regional Planning Gallery

	40
	Studi Spasial Optimalisasi Kepelabuhan Laut dan Penyebrangan Provinsi LAmpung dalam Mendukung Sistem Logistik

	41
	Analisis Optimalisasi Program Bina Lingkungan di Bidang Pendidikan

	42
	Analisis Optimalisasi Pangan Lokal dalam Meningkatkan Gizi dan Kesehatan Siswa Sekolah di Provinsi Lampung

	43
	Strategi Peningkatan Mutu Guru Muatan Lokal BAhasa Lampung di Provinsi Lampung

	44
	Kajian Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Benda Cagar Budaya

	45
	Pemetaan Dialektologi dan Persebaran Bahasa Lampung

	46
	Analisis Strategi Daya Saing Provinsi Lampung dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

	47
	Pengelolaan Administrasi dan Operasional Tenaga Ahli Provinsi Lampung

	48
	Hilirisasi dan Industrialisasi Rumput Laut

	49
	Kajian Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Mesuji dalam Rangka Peningkatan Keunggulan Komparasi Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Produktivitas Daerah

	50
	Kajian Pengembangan Sapi Unggul Melalui Pembibitan dan Pembentukan Kawasan Sentral Produksi Sapi Menuju Swasembada Daging

	51
	Kajian Perakitan Produk Suplemen Pakan Penggemukan Sapi Potong Rakyat

	52
	Pengembangan Peternakan Ayam Probiotik dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Pendapatan Masyarakat

	53
	Kajian Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Masyarakat

	54
	Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Rangka Mendukung Poros Destinasi Utama Pariwisata Di Provinsi Lampung

	55
	Optimalisasi Produksi Tanaman Padi Gogo Dalam Sistem Tumpang Sari dengan Ubi Kayu Melalui Aplikasi Dosis Bahan Organik dan Waktu Tanam Yang Tepat

	56
	Strategi Penguatan Koperasi dan UMKM Melalui Penganekaragaman Produksi Ber-HAKI

	57
	Analisis Pengentasan Kemiskinan melalui Skema Penguatan Modal UKM dan Bantuan Tunai

	58
	Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Perluasan Lapangan Usaha dan Kesempatan Kerja

	59
	Analisis Ekonomi dan Produksi Beras Siger dalam Rangka Penguatan Program Ketahanan Pangan

	60
	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

	61
	Penelitian dan Pengembangan Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah

	62
	Penelitian dan Pengembangan Politik dan Hukum

	63
	Penelitian dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan (Good and Clean Governance)

	64
	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan

	65
	Penelitian dan Pengembangan Keuangan, Aset dan Kerjasama

	66
	Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya

	67
	Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Desa

	68
	Penelitian dan Pengembangan Tata Ruang

	69
	Penelitian dan Pengembangan Kawasan dan Pariwisata

	70
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Publikasi dan Informasi

	71
	Kajian Bidang Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan

	72
	Penelitian dan Pengembangan Usulan Prioritas Kegiatan dari SKPD Lainnya

	73
	Kajian Bidang Maritim dan Perikanan

	74
	Kajian Bidang Transportasi, Energi dan Infrastruktur

	75
	Penyusunan Indikator IPTEK

	76
	Fasilitasi, Publikasi dan Informasi Hasil-Hasil Penelitian yang Aplikatif

	77
	Kajian Zonasi Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung

	78
	Rembug/Himpun Pekon Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan (Pendekatan Budaya)

	79
	Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya, IPTEK dan Inovasi, Kerjasama dan Ekonomi Serta Publikasi Provinsi Lampung

	80
	Studi Pengembangan Cagar Alam dan Potensi Wisata Provinsi Lampung

	81
	Analisis Potensi dan Pengelolaan PAD

	82
	Analisis Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah


5.2 INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung tersebut di atas, langkah selanjutnya  adalah membuat program dan kegiatan tersebut memiliki indikator, berkinerja, berkelompok sasaran dan berdana indikatif. Indikator kinerja  menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Lampung.  
Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Balitbangnovda Provinsi Lampung yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Lampung, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama.  
Kelompok sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan Balitbangnovda Provinsi Lampung adalah masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya, dan Aparatur Balitbangnovda Provinsi Lampung serta stakeholder lainnya yang terkait dengan kegiatan riset/penelitian dan pengembangan inovasi daerah di Lampung. 
Pendanaan indikatif untuk program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balitbangnovda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah pendanaan secara indikatif per tahun yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
Indikator Kinerja dan target sasaran Balitbangnovda 2015-2019 :
	SASARAN
	INDIKATOR SASARAN
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	TARGET RENSTRA 2019

	1. Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

2. Mendorong dan menumbuh kembangkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam mendukung daya saing dan kemandirian daerah.
3. Mengembangkan kerjasama dalam bentuk MoU dengan lembaga  litbang, pemerintah, perguruan tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia kelitbangan.
5. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kelitbangan

	Jumlah rumusan kebijakan (policy paper)
pembangunan daerah yang aplikatif
Jumlah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDa

Jumlah kerjasama dalam bentuk MoU dengan lembaga litbang, Pemerintah, Perguruan Tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan

Tersedianya sumber daya manusia (sdm) balitbangnovda yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional peneliti.

Tesedianya sarana dan prasarana pendukung kelitbangan
	8 kajian

4 Kabupaten / Kota

6
 buah  Kerjasama

4 
orang

700 buah
	8 kajian

3 Kabupaten / Kota

12 buah  Kerjasama

8

orang

250 buah
	8 kajian

3 Kabupaten / Kota

18 buah  Kerjasama

12 orang

250 buah
	8 kajian

3 Kabupaten / Kota

24 buah  Kerjasama

16 orang

250 buah
	8 kajian

3 Kabupaten / Kota

30 buah  Kerjasama

20 orang

250 buah


	40 Kajian

15 Kabupaten / Kota

30 buah  Kerjasama

20 
orang

1.700 buah




Dalam menetapakan indikator sasaran, balitbangnovda menyusun rumusan 5 indikator kinerja sasaran sebagaimana tabel diatas berupa :
1. Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
2. Mendorong dan menumbuh kembangkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam mendukung daya saing dan kemandirian daerah.
3. Mengembangkan kerjasama dalam bentuk MoU dengan lembaga  litbang, pemerintah, perguruan tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia kelitbangan.
5. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kelitbangan
Kelima indikator sasaran tersebut merupakan indikator utama dalam menetapkan kinerja Balitbangnovda, yakni berupa penetapan rumusan kebijakan (policy paper) sebanyak 40 kertas kerja kebijakan selama 5 tahun. Rumusan kebijakan ini memuat isu dan proritas pembangunan provinsi lampung selama kurun waktu 2015-2019. Diantaranya fokus pada upaya pengembangan Infrastruktur dasar, perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan, sektor pertanian  dan ketahanan pangan, Industri, penngembangan pariwisata dll.
Sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDa, difokuskan pada kabupaten/kota yang belum menyusun dokumen sistem inovasi daerah, yang ditergetkan pada tahun 2019 seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah menyusun dokumen SIDa. Hal ini diperlukan upaya yang terkoordinasi dengan baik terutama pada daerah – daerah yang proses penysunannya bersamaan dengan penyusunan RPJMD kabupaten/kota. Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan perguruan tinggi dilakukan melalui  MoU (perjanjian kerjasama), sesuai dengan bidang dan prioritas kajian yang akan dihasilkan. Pada tahun 2019 jumlah kerasama yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Perguruan Tinggi ditargetkan sebanyak 30 buah MoU. Hal ini dimaksudkan kemitraan dengan lembaga-lembaga kelitbangan dan perguruan tinggi untuk dapat saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. 
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kelitbangan, diselenggarakan melalui pelaksanaan diklat fungsional peneliti melalui kerjasama antara Badan Litbang Kemdagri dan LIPI. Pada tahun 2019 jumlah fungsional peneliti yang ada dibalitbangnovda ditargetkan sebanyak 20 Orang dengan rata-rata 4 orang tiap tahunnya yang mengikuti diklat. 
Sebagai satuan kerja yang terbentuk pada awal tahun 2015. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana kantor mutlak untuk terus ditingkatkan. Baik ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor maupun fasilitas penunjang kerja lainnya. Sehingga dukungan pendanaan untuk penyediaan fasilitas tersebut tetap menjadi fokus/prioritas selama kurun waktu 5 tahun.   
BAB VI
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra)  Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 telah disusun menjadi serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk pengembangan kelitbangan dan inovasi daerah di masa mendatang.

Renstra Balitbangnovda Provinsi Lampung ini menjadi acuan dan pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam jangka waktu Tahun 2015-2019,  implementasi kegiatan-kegiatan yang bertujan untuk mencapai visi dan misi Balitbangnovda Provinsi Lampung, sesuai dengan visi Lampung yaitu Lampung Maju dan Sejahtera 2019. 

Keberhasilan Balitbangnovda Provinsi Lampung memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari Dinas/Intansi/Lembaga terkait baik Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota. Semoga Dokumen Renstra Balitbangnovda Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 ini dapat menjadi sumber data dan informasi untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang agar tercapai kinerja Balitbangnovda Provinsi Lampung yang lebih baik.
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, serta berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada negara dan masyarakat, maka Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dapat selesai disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Lampung dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta antisipasi terhadap kebutuhan pembangunan di masa mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung disusun dengan berdasarkan pada pencapaian visi Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung yang berorientasi pada hasil yang sudah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat tantangan yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah Provinsi Lampung di tingkat nasional.

Renstra Balitbangnovda Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran struktural dan fungsional yang akan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.

Semoga Dokumen Renstra Balitbangnovda ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan inovasi daerah dalam mencapai tujuan organisasi.

Bandar Lampung,     Desember 2015

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 

Inovasi Daerah Provinsi Lampung,

Ir. MULYADI IRSAN, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670517 199303 1 011
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